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ABSTRAK
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Perlindungan hukum terhadap Desain Industri dibutuhkan untuk
memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup nasional dan
internasional. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana
pengaturan hukum desain industri dalam hak kekayaan intelektual,
bagaimana penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada penyelesaian
sengketa desain industry, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menghubungkannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research) dan data dianalisa
menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Pengaturan hukum desain industri dalam hak kekayaan intelektual diatur
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
bahwa desain industry yang terdaftar di Indonesia harus memenuhi
persyaratan yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru apabila pada
tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan tanggal
pengungkapan yang ada sebelumnya. Desain Industri tidak mendapat
perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama,
atau kesusilaan. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan.Penerapan prinsip kebaruan (novelty) pada penyelesaian
sengketa desain industri adalah jika pada tanggal penerimaan, desain
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena
selain gugatan kurang pihak, tidak melibatkan Direktorat Jenderal
HakKekayaan Intelektual, juga gugatan penggugat dalam perkara adalah
prematur, karena perkara pokok tentang pembatalan desain industri
Nomor IDD0000035015 dalam perkara Nomor 05/Pdt.Sus-
HKI/Desain/2019/ PN.Niaga Sby, masih berlangsung, sehingga untuk
menuntut ganti rugi atas pelanggaran desain industri harus menunggu
dulu apakah gugatan pembatalan dikabulkan atau tidak dalam putusan
yang berkekuatan hukum tetap.Disaranan agar pemegang hak milik
Desain Industri segera mendaftarkan serta mempublikasikan Desain
Industrinya secara seluas-luasnya untuk diketahui oleh masyarakat banyak,
atau pengguna produk, sehingga kasus pelanggaran Desain Industri tidak
dapat di klaim oleh pihak manapun, karena perlindungan Desain Industri
secara publikasi, bisa juga memperkecil terjadinya pelanggaran Desain
Industri


